Penjelasan/Konsepsi
"] 4
Rancangan Peraturan Bupati

Tentang

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjnnan Bagi Kepala Desa Perangkat Desa Badan
Permusyawaratan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tenaga Kerja Bukan

Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan Desa dalam Wilayah Kabupaten
Ogan Komering llir

A. DASAR HUKUM

1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesua Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T ahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Reoublik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang)Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
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Negata Republik Indoneia Taliun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negnrn Republik indonesia Tohun 2014 Homor 244, Tambmhar
Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 5587), sebagalmani telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang:-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturnn Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomaor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesin Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentan
{Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 560
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan

Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

9. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar
1945;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 te
Negara Republik Indonesua Tahun 197

Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6850);

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856),

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

-~

g Administrasi Pemerintahan
014 Nomor 292, Tambahan
1) sebagaimana telah diubah

Negara Republik Indonesia Tahun

ntang Keselamatan Kerja (Lembaran
0 Nomor 1, Tambahan Lembaran
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Rﬁcpuhlik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Reoublik Indonesia Nomor GA56);

tf:::“:":li”:“"“’ﬁ Nﬂm‘nr 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
' » Wdunesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemburan Negara
Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah
tf‘mkhir dengan Undang)Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indoneia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia T ahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856)

17. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering
Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
7031);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5472);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
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Tambahan Lembaran Negara

14,



20, - _
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5714) sebagnimana telal diubah dengan Peratugan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan FProgram
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6893);

21, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 253);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016  Nomor 6);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian
dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
247);

B. LATAR BELAKANG
bahwa program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa Perangkat
Desa Badan Permusyawaratan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan Desa dalam
Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk meningkatkan kesejahteraan
dan memberikan perlindungan sosial dan mengantisipasi pembiayaan resiko
kerja bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan

Pekerja Rentan Desa.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Peraturan Bupati tentang program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa Perangkat Desa Badan Permusyawaratan

Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Kategori Pekerja Rentan Desa dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering llir

adalah :

1. Untuk terwujudnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi
idih.kaboki é((fpdala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga



Kemasvar

Svarakatan ;

pPekena rentan l;:pm dan Tenaga Ketja bukan penieritma upah kategori

memberio o Melall program JKK dan JKM sehingga dapat
an perlindungan atas keselamatan kerja mereka

2. Melakuk
Kuk i
Serini n: (‘:I}iknm kcpagln kelompok sasaran yang diawal kepesertaan
pembiayaan APBDesa dan  disesuaikan dengan kemampuan

ke :
R})ua~ng,ﬂn dacrah dengan tujuan akhimya menjadikan mereka peserta
RIS Ketenagakerjaan,

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI
Pokok-pokok pikiran dan lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati
tentang program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa Perangkat
Desa Badan Permusyawaratan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan Desa dalam
Wilavah Kabupaten Ogan Komering Ilir

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
Jangkauan dan arah pengaturan dalam menyusun Rancangan Peraturan
Bupati tentang program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa
Perangkat Desa Badan Permusyawaratan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan Desa dalam
Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati
tentang program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa Perangkat
Desa Badan Permusyawaratan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan Desa dalam
Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Maret 2025

Kepala Bagian Hukum KEPALA DINAS
Setda Kabupaten OKI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,
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